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ABSTRAK 
 
The present research aims to identify empirical evidences on to what extent the influence of internal control, 
organizational culture, and public accountability on the performance of Organization Pengelola Zakat/Zakat 
Managing Organizations (OPZs). Hypotheses proposed are: (1) There is positive influence of organizational 
culture and internal control on public accountability of OPZs, partially and simultaneously; (2) There is 
difference in public accountability and performance between BAZs and LAZs. 
Total subject were 36 OPZ respondents, consisting of 18 respondents from Lembaga Amil Zakats (LAZs) 
and 18 respondents of Badan Amil Zakats (BAZs). This research is a descriptive analysis with data collected 
through the use of mail survey method. Data were analyzed using data analysis technique with path analysis 
method developed from multiple regression model. Results showed that internal control and organizational 
culture simultaneously provide significant strong influences on implemented public accountability and there was 
average difference in public accountability and performance based on the type of OPZ. 
 
Keywords:  Zakat Managing Organizations (OPZs) – Organizational Culture – 
Internal Control – Public Accountability. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
  
Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Organisasi 
Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga 
Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 
Keduanya harus berorientasi pada pemecahan problem masyarakat terutama masalah-masalah 
kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Tujuan 
kebijakan dan program yang dijalankan oleh setiap OPZ mestinya untuk memperbaiki tingkat 
kesejahteraan masyarakat bukan untuk menyelenggarakan kegiatan semata (Sudewo, 2004). 
Tidak jarang OPZ terjebak pada program yang hanya mengeksploitasi pameran peduli 
kebijakan. Belum lagi kiprah OPZ yang hanya nampak pada waktu tertentu seperti bulan 
Ramadhan atau saat terjadi bencana alam.  
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 Maraknya pembagian zakat dilakukan langsung oleh muzakki kepada mustahik 
memunculkan pertanyaan publik dimana peran OPZ selama ini. Terlepas dari berbagai alasan 
yang melatarbelakangi aktivitas para muzakki tersebut, tentu menjadi bahan instropeksi bagi 
OPZ bahwa kinerja mereka belum dirasakan dampak manfaatnya bagi masyarakat. OPZ 
sepertinya belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya kalangan muzakki 
untuk mengemban amanah menerima dan mendayagunakan dana zakat. Kinerja OPZ belum 
terasakan manfaatnya bagi publik, padahal peran dan kedudukannya sangat strategis dalam ikut 
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (UU No 23 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat). 
 Peran OPZ tidak hanya sebatas sosialisasi dan penghimpunan dana. OPZ punya 
tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Alih-alih untuk sosialisasi tapi setelah dana 
masyarakat berhasil dihimpun, masyarakat tidak pernah dapat mengakses bagaimana dan 
kemana dana yang telah mereka salurkan. Merupakan suatu keniscayaan jika akuntabilitas dan 
transparansi menjadi tuntutan OPZ sekarang ini (Hamidi, 2005). Akuntabilitas adalah salah 
satu indikator untuk menilai kinerja organisasi publik. Indikator yang lain adalah produktivitas, 
kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas. Setiap organisasi termasuk OPZ harus 
mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang 
paling mudah dilihat adalah laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan tentang 
pengelolaan zakat telah menegaskan arti pentingnya peranan laporan keuangan auditan sebagai 
bentuk akuntabilitas OPZ kepada publik.  
  Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good corporate governance. Prinsip yang lain 
adalah keadilan (fairness), transparansi (transparancy), dan responsibilitas (responsibility). Dengan 
kata lain, akuntabilitas adalah faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip good corporate 
governance. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau 
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 
organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta 
pertanggungjawaban (Depag RI, 2006). Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung 
kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan 
kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau 
atasan. Penjelasan yang tertuang dalam modul Departemen Agema RI tersebut lebih 
menekankan terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang akuntabilitas finansial. Secara 
luas, akuntabilitas publik terdiri atas beberapa aspek, yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, 
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas 
finansial (Mahmudi, 2005). 
 Salah satu tujuan utama pengendalian intern adalah untuk menjamin kepatuhan 
terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan kebijakan (Pratolo, 2006).  Pengendalian 
intern merupakan serangkaian aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan 
sasaran organisasi. Salah satu unsur pokok pengendalian intern adalah lingkungan 
pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai-nilai etika, filosofi 
kepemimpinan, gaya operasi, dan lain-lain. Membentuk lingkungan pengendalian identik 
dengan membangun budaya organisasi. Moeljono (2005) menyatakan bahwa budaya 
perusahaan menjadi inti dari empat konteks, yaitu good corporate governance, manajemen, corporate 
sosial responsibilities, dan etika bisnis. 
 Dari fenomena tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana kondisi 
kinerja dan akuntabilitas publik OPZ di Indonesia dengan meninjau aspek budaya organisasi 
dan pengendalian intern sebagai faktor pendukungnya. Untuk itu, penulis mengajukan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
Nurhasan Hamidi : Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi .... 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013  15 
 
1. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi dan pengendalian intern terhadap 
akuntabilitas publik OPZ. 
2. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas publik antara BAZ dengan LAZ. 
 
LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, DAN HIPOTESIS 
 
Landasan Teori  
Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori organisasi. Secara sederhana, 
organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai 
tujuan bersama (common goals) (Sobirin, 2007). Dengan kata lain, esensi dari organisasi adalah 
sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Karakteristik organisasi secara 
lebih komplek terdiri dari lima karakteristik utama, yaitu: entitas sosial, beranggotakan minimal 
dua orang, berpola kerja yang terstruktur, mempunyai tujuan, dan mempunyai identitas diri. 
 Dalam teori organisasi, dimensi organisasi terdiri dari dimensi struktural dan dimensi 
kontekstual. Dimensi struktural adalah karakter yang bersumber pada sisi internal organisasi. 
Contoh dimensi struktural adalah hirarki otoritas, standarisasi pekerjaan, kompleksitas 
organisasi, dan lain-lain. Sementara dimensi kontekstual adalah karakteristik organisasi secara 
menyuluruh yang ditentukan oleh besar kecilnya organisasi, lingkungan organisasi, budaya 
organisasi, dan lain-lain. Dimensi kontekstual inilah yang menjadi faktor penentu keberadaan 
organisasi secara menyeluruh dan berpengaruh terhadap dimensi struktural organisasi (Sobirin, 
2007). 
Teori organisasi dipilih sebagai landasan teori karena teori organisasi mencakup 
seluruh aspek variabel yang diteliti dalam penelitian untuk meninjau bagaimana kinerja OPZ 
dalam rangka mencapai tujuannya secara optimal. Sebagai teori terapan, digunakan agency theory. 
Agency theory menjadi teori terapan karena dalam memberikan manfaat kepada prinsipal, OPZ 
memiliki masalah keagenan yang muncul sebagai akibat dari hubungan keagenanan. 
Keunikannya, dari penelitian Triyuwono dan Roekhuddin (2000), pihak prinsipal dalam 
konteks manajemen OPZ lebih luas dibanding organisasi lain karena melibatkan Tuhan dalam 
bentuk formalnya. Agency theory menyatakan bahwa agen biasanya dinilai sebagai pihak yang 
ingin memaksimumkan dirinya, tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak-kontraknya 
(Suwardjono, 2006). 
 Sebagai teori pendukung adalah theory of fit atau teori tentang keselarasan hubungan 
internal organisasi. Organisasi mesti terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi di 
lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dalam situasi 
dan batas tertentu tidak bisa dikendalikan oleh pihak internal organisasi sehingga langsung atau 
tidak akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Pada konteks OPZ, lingkungan eksternal 
sekarang ini menuntut keterbukaan manajemen zakat dari ketertutupan yang selama ini terjadi. 
Oleh karena itu, keselarasan antara lingkungan internal dengan eksternal merupakan prasyarat 
keberhasilan suatu organisasi. Keselarasan inilah yang dikenal dengan theory of fit (Sobirin, 
2007). 
 
Kajian Pustaka 
1. Urgensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
 Pengelolaan zakat mencakup personel pengelola dan kelembagaan (institusi) beserta 
kewenangannya. Pengelolaan zakat semestinya memerlukan dukungan otoritatif peraturan 
serta aparatur sebagaimana diperlukan untuk tegaknya shalat. Al Quran tidak pernah 
memisahkan antara shalat dan zakat sebab tidak ada artinya komitmen kepada salah satunya 
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tanpa komitmen kepada yang lainnya. Memang sebelum kondisi yang semestinya itu tercapai, 
zakat tidak akan mendapat dukungan lebih dari sekedar himbauan. Tapi tidak berarti 
pengelolaannya belum perlu dipikirkan dan dimulai. Adalah realistis jika berpikir bahwa apa 
yang tidak dicapai keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Dukungan pada tingkat 
apapun yang ditawarkan atau mungkin diperjuangkan dalam suatu sistem kemasyarakatan 
adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. 
 Akan halnya institusi pengelola zakat, dalam institusi apapun ia digulirkan, 
keotonoman zakat harus tetap terpelihara. Dalam kurun waktu khilafah islamiyah dimana 
zakat disosialisasikan secara baik, perbendaharaan (kas) zakat tidak digabungkan dengan kas 
lainnya. Terdapat empat bagian kas negara saat itu (Ridho, 2000) ialah : 
 Baitul Mal untuk zakat; 
 Baitul Mal Jizyah (pajak jaminan keamanan) dan khorroj (pajak bumi) dari non muslim; 
 Baitul Mal untuk harta rampasan perang (ghonaim); 
 Baitul Mal untuk harta yang tidak bertuan (dhowa’i). 
 Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 
dikemukakan bahwa perlunya kelembagaan yang mengelola zakat dengan baik, benar dan 
tepat, dengan tujuan: 
1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan 
tuntutan agama; 
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 
 
2. Pengendalian Intern  
 Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, 
manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) 
kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; (c) efektivitas dan efisiensi 
operasi (COSO, 1992).  
 Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Instansi Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses 
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP No 60 tahun 2008 
tersebut, sistem pengendalian intern instansi pemerintah terdiri atas unsur: lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi, dan komunikasi pemantauan 
pengendalian intern. 
 Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan komponen-komponen dalam 
pengendalian intern, sebagai berikut: 
1. Lingkungan pengendalian adalah aspek yang menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.  
2. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan 
untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana 
risiko harus dikelola. 
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin 
bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik dan benar. 
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4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran 
informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melakukan 
tanggung jawab mereka. 
5. Monitoring atau pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu. 
 Tujuan utama pengendalian intern adalah tercapainya (Pratolo, 2006):  
a) Reliabilitas dan integritas informasi.  
b) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan.  
c) Pengamanan asset.  
d) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.  
e) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program.  
 Bagi OPZ, pengendalian intern sangat diperlukan karena adanya pengendalian intern 
yang baik menjadi cerminan adanya praktik manajerial yang baik pula. Sebagai trust bussiness, 
OPZ menggantungkan kepercayaan publik sebagai sumber kekuatannya. Jika kepercayaan 
publik terhadap OPZ runtuh maka dalam jangka pendek akan mematikan OPZ yang 
bersangkutan dan dalam jangka panjang dapat berakibat negatif pada pelaksanaan praktik 
ibadah zakat yang saat ini semakin diyakini sebagai salah satu instrumen fiskal yang potensial 
dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Agar kepercayaan terpelihara diperlukan 
praktik manajerial yang baik, yang salah satunya dibangun melalui adanya sistem pengendalian 
intern. 
 
3. Budaya Organisasi 
 Terdapat banyak definisi tentang budaya organisasi. Salah satunya yang dikemukakan 
oleh Edgar Schein (1992) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar 
yang dibagi oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka meyakini kebenaran pola 
tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan organisasi. Pola asumsi dasar 
tersebut selanjutnya diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk 
berpikir dalam kaitannya dengan permasalahan organisasi. Budaya organisasi merupakan 
bentuk keyakinan, nilai, cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi.  
 Budaya organisasi tidak selalu berdampak positif bagi organisasi. Dalam praktik, 
budaya organisasi bisa saja menjadi hambatan dalam penerapan aspek-aspek manajerial 
organisasi. Oleh karena itu, agar budaya organisasi mencapai fungsinya yaitu membentuk 
budaya organisasi yang berdampak positif bagi organisasi maka perlu ada tindakan untuk 
mencegah terjadinya disfungsi budaya terhadap organisasi. 
 Robbins (2003) mengungkapkan, budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai 
bersama yang dipegang oleh anggota organisasi sehingga bisa membedakan satu organisasi 
dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi menurut Robbins (2003) merupakan konsep 
deskriptif dan bukan evaluatif sehingga mengukur budaya organisasi adalah mengukur 
bagaimana staf/personil memandang organisasi mereka. Dari berbagai penelitian terbaru, 
Robbins (2003) kemudian merinci dimensi-dimensi yang membangun budaya organisasi. 
Dimensi-dimensi yang menjadi intisari (essence) budaya organisasi tersebut adalah: 
1. Inovasi dan pengambilan risiko (Innovation and risk taking), yaitu tingkatan bagaimana 
para karyawan terdorong untuk berinovasi dan berani mengambil risiko. 
2. Perhatian pada rincian (Attention to detail), yaitu tingkatan bagaimana para karyawan 
diharapkan memperlihatkan kecermatan (precision), analisis dan perhatian kepada 
rincian. 
Nurhasan Hamidi : Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi .... 
18 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013 
 
3. Orientasi pada hasil (Outcome orientation), yaitu tingkatan bagaimana manajemen 
memusatkan perhatian pada hasil dan bukan pada teknik atau proses yang digunakan 
untuk mencapai hasil. 
4. Orientasi pada orang (People orientation), yaitu tingkatan bagaimana keputusan 
manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang yang menjadi anggota organisasi 
itu. 
5. Orientasi pada tim (Team orientation) yaitu tingkatan bagaimana kegiatan kerja 
diorganisir di sekitar tim dan bukan pada individu. 
6. Keagresifan (Aggressiveness), yaitu tingkatan bagaimana personil anggota organisasi 
memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukan sifat santai – santai. 
7. Stabilitas (Stability) yaitu tingkatan bagaimana kegiatan organisasi menekankan 
dipertahankannya kondisi status quo daripada pertumbuhan. 
 
4. Akuntabilitas 
 Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara agent dan 
principal. Agent dalam kontek OPZ adalah pihak manajemen atau pengelola OPZ. Sedangkan 
principal dalam kontek OPZ adalah: (1) para muzakki, munfiq dan mushaddiq; (2) Dewan 
Syariah atau Dewan Pengawas; (3) Tuhan (Triyuwono dan Roekhuddin, 2000). Dalam 
pelaksanaannya, principal memberikan kewenangan penuh pada agent untuk melakukan aktivitas 
operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka agent harus 
mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada principal. Dengan demikian konsep 
akuntabilitas merupakan implementasi dari agency theory. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, 
penetapan sistem pengendalian intern sangat penting dilakukan dalam rangka memastikan 
bahwa apa yang telah dilakukan manajemen benar-benar dapat dipercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai salah satu 
payung hukum operasional OPZ bukan tidak mengatur masalah pertanggungjawaban. 
Pertanggungjawaban sebagai perwujudan asas akuntabilitas diujudkan dalam bentuk kewajiban 
menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan auditan. Kenyataan bahwa akuntabilitas 
lebih diujudkan dalam bentuk akuntabilitas finansial mendukung penelitian yang dilakukan 
oleh Sadjiarto (2000) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di 
Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan publik. Annual report pun 
belum tentu dinilai cukup sebagai bentuk akuntabilitas oleh publik. Setidaknya ini terlihat dari 
hasil penelitian yang dilakukan Steccolini (2002) ketika menjawab pertanyaan apakah annual 
report pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas. Survey kepada publik atas annual 
report 30 pemerintah daerah di Italia, menunjukkan jika annual report dinilai lebih untuk ‘internal 
user’ dan belum menyentuh kepada ‘eksternal user’ yang lebih luas. Annual report belum dinilai 
memainkan peran laporan dalam ‘general purpose’ yang memenuhi kebutuhan informasi dari user 
potensial maupun pihak eksternal. 
 Guy Peter dalam Lalolo Krina (2003) menjelaskan akuntabilitas terdiri dari 3 tipe, 
yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan 
publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku 
kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.  
 Indikator untuk mengukur akuntabilitas publik dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan 
program dan kegiatan. Indikator tersebut adalah (Lalolo Krina, 2003):  
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1. Tahap proses pembuatan keputusan, indikator untuk menjamin akuntabilitas publik 
adalah:  
a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat tertulis dan tersedia bagi masyarakat yang 
membutuhkan;  
b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, 
artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang 
berlaku di stakeholders; 
c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan 
misi organisasi serta standar yang berlaku; 
d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan 
konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi; 
e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun 
prioritas dalam mencapai target tersebut; 
2. Tahap sosialisasi kebijakan, indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:  
a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media 
nirmassa, maupun media komunikasi personal; 
b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai 
sasaran suatu program; 
c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan 
mekanisme pengaduan masyarakat; 
d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh 
pemerintah; 
 Beberapa indikator yang sering dipakai untuk menilai kinerja organisasi publik adalah 
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas, dan responsibilitas. Akuntabilitas 
merupakan salah satu prinsip good corporate governance. Prinsip yang lain adalah keadilan (fairness), 
transparansi (transparancy), dan responsibilitas (responsibility). Dengan kata lain, akuntabilitas 
adalah faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. 
 
Pengembangan Hipotesis  
1. Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas 
Publik 
 Akuntabilitas publik dimaknai sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 
organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta 
pertanggungjawaban (Depag RI, 2006). Dengan demikian, akuntabilitas berbicara tentang 
bagaimana perilaku para anggota organisasi dalam menjalankan amanah dan tanggung 
jawabnya. Bagaimana para anggota organisasi bekerja, berpikir serta berperasaan untuk 
mencapai misi dan bagaimana mereka merespon situasi yang mempengaruhi tujuan, program 
dan pelaksanaannya akan memunculkan budaya organisasi. Budaya organisasi tumbuh melalui 
pertukaran informasi tentang sejarah, pengalaman, tradisi, bahasa dan nilai-nilai diantara para 
anggota. Moeljono (2005) menyatakan bahwa budaya perusahaan menjadi inti dari empat 
konteks, yaitu: good corporate governance, manajemen, corporate sosial responsibilities, dan etika bisnis. 
 Penelitian yang dilakukan Pratolo (2006) terhadap 147 BUMN di Indonesia 
mengungkapkan bahwa faktor pengendalian intern memiliki pengaruh terbesar terhadap 
penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip good 
corporate governance dalam penelitian tersebut adalah adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, 
kewajaran, transparansi dan kemandirian. Pengendalian internal organisasi diimplementasikan 
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melalui dua tahap: pengendalian internal pada tingkat entitas dan pengendalian internal tingkat 
transaksional. Dalam kaitannya dengan budaya organisasi, beberapa perusahaan besar dalam 
tahapan penerapan pengendalian intern melakukannya melalui budaya organisasi. Hal ini 
dilakukan misalnya oleh PT. Telkom Tbk dan PT. Aneka Tambang Tbk (www.telkom.go.id; 
Widuri, 2008). Budaya organisasi dibentuk melalui orientasi dan pembelajaran untuk 
menularkan pola pikiran dan perilaku organisasi. 
 Triyuwono dan Roekhuddin (2000) melalui penelitian studi kasus yang bersifat 
kualitatif terhadap suatu lembaga amil zakat (lazis) mengungkapkan bahwa akuntabililitas 
manajemen lazis memiliki keunikan karena keluasan lingkup akuntabilitas yang ditunjukkan 
oleh tingkatan-tingkatannya. Manajemen lazis memahami bahwa sistem pengendalian intern 
yang baik merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak 
yang memberikan amanah untuk mengelola sumber dana zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun 
lembaga zakat sudah memiliki manual sistem pengendalian intern, namun ditemukan bahwa 
konsistensi antara pemahaman akuntabilitas dengan praktik sistem pengendalian intern masih 
lemah. 
 Prasetyono dan Kompyurini (2008) dalam penelitiannya terhadap rumah sakit daerah 
(RSD) memberi simpulan bahwa budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas 
publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja RSD dalam kategori 
kuat. Secara parsial budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif dalam 
kategori rendah dan signifikan terhadap kinerja RSD, namun akuntabilitas publik berpengaruh 
positif dalam kategori rendah dan tidak signifikan terhadap kinerja RSD. Budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja dengan pengaruh yang rendah. Pengendalian intern memiliki 
pengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) pada tingkat 
yang cukup. Komitmen organisasi & pengendalian intern berpengaruh simultan dan signifikan 
terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dengan pengaruh yang cukup (sedang). 
 Riset yang dilakukan Solaeman, Shamsuddoha, Raihan (2006) terhadap 10 tipe 
organisasi bisnis tentang penerapan corporate governance di Bangladesh merinci faktor-faktor yang 
mempengaruhi praktik managemen corporate governance. Faktor budaya organisasi merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan corporate governance.  
 Dalam penelitian yang sama, responden menempatkan pengendalian internal yang 
efektif sebagai variabel yang menentukan dalam tercapainya kecukupan sistem corporate 
governance, walaupun dengan skor yang moderat. Secara konsepsional, pengendalian intern yang 
memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Dalam 
penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern adalah bentuk bukti yang mendukung 
keterandalan, objektivitas dan keterverifikasian angka-angka akuntansi (Suwardjono, 2006). 
Dari paparan di atas, hipotesis yang diajukan adalah: 
H1: Terdapat pengaruh positif budaya organisasi dan pengendalian intern terhadap 
akuntabilitas publik OPZ baik secara parsial maupun simultan.  
 
2. Perbedaan Akuntabilitas Publik OPZ 
 Peraturan perundang-undangan tentang zakat menyebutkan bahwa pengelola zakat di 
Indonesia diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah 
organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan 
pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang 
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat serta dikukuhkan oleh 
pemerintah.  
Terkait dengan hal tersebut, hipotesis yang diajukan: 
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H2: Terdapat perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja antara BAZ dengan LAZ. 
 
METODE 
 
Populasi dan Sampel  
 Populasi sebagai keseluruhan unit analisis penelitian ini adalah OPZ yang terdiri dari 
BAZ dan LAZ berbadan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) atau yayasan yang 
berkedudukan di negara Republik Indonesia. Data OPZ diperoleh dari direktori Forum Zakat 
(FOZ) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat. Responden untuk setiap OPZ adalah jajaran 
direksi manajemen OPZ. 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode mail survey, yaitu 
kuisioner dikirim melalui pos kepada responden disertai dengan perangko balasan. Penentuan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria: (1) Bagi LAZ 
berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan (ormas); (2) Bagi BAZ, beroperasi di 
propinsi atau kabupaten/kota yang sudah memiliki peraturan daerah (perda) atau peraturan 
kepala daerah (peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) tentang zakat;  (3) OPZ 
telah beroperasi minimal 3 tahun; dan (4) OPZ yang sudah berhasil mengumpulkan dana 
zakat, infak dan sedekah minimal Rp 500.000.000,00 per tahun.  
 
Operasionalisasi Variabel 
 Kinerja perusahaan dan akuntabilitas tidak muncul dengan sendirinya tetapi diperlukan 
aspek sistem maupun aspek personil yang mendukungnya. Mendasarkan pada penelitian 
terdahulu dan kajian pustaka yang dilakukan, peneliti memilih variabel budaya organisasi dan 
pengendalian intern sebagai variabel yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas publik dan 
kinerja OPZ di Indonesia. 
Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan kerangka pemikiran teoritis yang telah 
dipaparkan sebelumnya, berikut ini adalah definisi operasional masing-masing variabel beserta 
dimensinya dapat dilihat pada Tabel 1. 
  
Metode Analisis 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis jalur. Analisis 
jalur merupakan pengembangan langsung dari bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk 
memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal 
dalam seperangkat variabel (Webley, 1997 dalam Sarwono, 2007). Teknik analisis jalur 
digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 
variabel bebas (exogenous) mempengaruhi variabel terikat (endogenous) baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat adalah regresi linier berganda. Model analisis statistik 
ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel bebas yang 
berpengaruh terhadap variabel terikat yang dirumuskan dengan model sebagai berikut: 
 Y = PYX
1 
(X
1
)+PYX
2 
(X
2
)+P
Y
ε
1 
(ε
1
)  
Notasi: 
X1 = Pengendalian Intern 
X2 = Budaya Organisasi 
Y = Akuntabilitas Publik 
 = error term 
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Tabel 1 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Dimensi Indikator 
Pengendalian 
Intern 
Lingkungan Pengendalian  Tingkat integritas dan nilai etika 
 Komitmen terhadap kompetensi 
 Filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan 
 Struktur organisasi 
 Tingkat penugasan wewenang dan 
tanggungjawab 
 Kualitas kebijakan SDM 
Penilaian Risiko  Tingkat risiko operasi 
 Tingkat risiko keuangan 
 Tingkat risiko ketaatan 
Aktivitas Pengendalian  Tingkat pemisahan tugas 
 Kualitas otorisasi transaksi 
 Tingkat penggunaan dokumen dan catatan 
 Tingkat pengendalian fisik atas catatan dan 
aktiva 
Informasi dan 
Komunikasi 
 Tingkat penggunaan informasi dan 
komunikasi 
 Tingkat kualitas informasi dan komunikasi 
Pemantauan  Kualitas mekanisme pemantauan 
Budaya 
Organisasi  
Inovasi & Pengambilan 
Risiko 
 Inovasi dalam pekerjaan 
 Penyesuaian dengan kemajuan teknologi 
Perhatian pada rincian   Penilaian pekerjaan 
 Ketelitian pekerjaan 
Orientasi pada hasil   Tujuan yang ditetapkan 
 Hasil yang dicapai 
Orientasi pada orang  Penilaian terhadap prestasi kerja 
Orientasi pada tim   Pelayanan kepada tim 
 Perhatian kepada tim 
Keagresifan  Dorongan untuk meningkatkan kinerja 
Stabilitas  Pertimbangan kemajuan organisasi 
Akuntabilitas 
Publik 
Akuntabilitas 
Administratif 
 Pemenuhan terhadap standar etika dan nilai-
nilai 
 Ketepatan waktu 
 Akuntabilitas Kebijakan 
Publik 
 
 Kejelasan sasaran kebijakan 
 Penyebarluasan informasi 
 Akses publik terhadap informasi 
 Akuntabilitas Finansial  Penyajian laporan keuangan 
 Pengendalian keuangan 
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DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Data  
Dalam bab ini akan diuraikan analisis data hasil penelitian beserta pembahasannya 
dalam rangka menjawab rumusan hipotesis penelitian. Aspek yang dibahas dalam bab ini 
meliputi: (1) pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian; (2) pengujian asumsi 
model regresi; dan (3) analisis hipotesis penelitian. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan metode mail survey, yang disertai dengan amplop dan perangko balasan. Dari 
sejumlah 50 kuesioner yang dikirimkan kepada OPZ, terdapat 36 OPZ (72%) yang 
berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengirim balik kuesioner yang kesemuanya dapat 
dipergunakan sebagai sumber data. Dengan demikian kuisioner yang diolah untuk data 
penelitian sebanyak 36 responden, yang terdiri dari 18 (50%) responden Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) dan 18 (50%) responden Badan Amil Zakat (BAZ).  
 
Pengujian Hipotesis 
1) Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas 
Publik secara Simultan dan Parsial  
Pengujian atas hipotesis pertama mengenai pengaruh pengendalian intern (X
1
) dan 
budaya organisasi (X
2
) terhadap akuntabilitas publik (Y) mendasarkan pada model yang 
mengidentifikasi pengaruh variabel X
1 
dan X
2 
terhadap Y dengan persamaan: 
   Y = PYX
1 
(X
1
)+PYX
2 
(X
2
)+P
Y
ε
1 
(ε
1
)  
Nilai standardized coeffisients beta dalam tabel output coefficients  dari software SPSS 16.0 
merupakan nilai koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan yang tidak lain merupakan 
nilai koefisien jalur. Koefisien jalur merupakan koefisien regresi standar yang menunjukkan 
pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur 
tertentu (Sarwono, 2007). Gambaran struktural tercermin dalam struktur pengaruh 
pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik sebagai berikut: 
 
ε1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3.  
Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap  
Akuntabilitas Publik  
 
0.701 
0.124 
0.369 
Akuntabilitas Publik (Y) 
Pengendalian Intern (X1) 
Budaya Organisasi (X2) 
Nurhasan Hamidi : Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi .... 
24 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013 
 
a. Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas 
Publik secara Simultan  
Dari pengujian pengaruh pengendalian intern (X
1
) dan budaya organisasi (X
2
) terhadap 
akuntabilitas publik (Y) secara simultan ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian 
intern (X
1
) dan budaya organisasi (X
2
) terhadap akuntabilitas publik (Y) secara simultan yang 
ditunjukkan oleh nilai F sebesar 28.158 dengan nilai sig F sebesar 0,000 (lebih kecil dari 
α=0,05). Nilai R Square sebesar 0.631 menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern dan 
budaya organisasi menjelaskan variabel akuntabilitas publik sebesar 63.1%, sedangkan sebesar 
36.9% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern dan 
budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan 
akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat (dengan nilai R Square lebih besar dari 50%). 
 
b. Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas 
Publik secara Parsial  
Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa pengaruh langsung variabel 
pengendalian intern (X
1
) terhadap akuntabilitas publik (Y) memiliki koefisien jalur sebesar 
0,701 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,701 x 0,701) x 100% = 49.14%, 
yang secara statistik signifikan pada level α=0,05 ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,000 
(lebih kecil dari nilai α=0,05). Dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa 
pengendalian intern berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.  
Pengaruh langsung variabel budaya organisasi (X
2
) terhadap akuntabilitas publik (Y) 
memiliki koefisien jalur sebesar 0,124 dan besarnya pengaruh langsung sebesar (0,124 x 0,124) 
x 100% = 1.54% dan secara statisitik tidak signifikan, ditunjukkan nilai sig t sebesar 0.417 
(lebih besar dari nilai α=0,05). Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi (X
2
) tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas publik. 
 
2) Tinjauan Akuntabilitas Publik Berdasarkan Jenis OPZ  
Pengujian tinjauan terhadap akuntabilitas publik dan kinerja berdasarkan jenis OPZ 
(LAZ dan BAZ) menggunakan uji Independent-Samples T test. Pada tabel group statistics 
dipaparkan hasil perhitungan SPSS 16.0 tentang jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi dan 
standar error rata-rata. Dari hasil terlihat bahwa nilai rerata (mean) akuntabilitas publik pada 
lembaga amil zakat (LAZ) adalah 4.30 sedangkan pada badan amil zakat (BAZ) adalah 4.05. 
Sementara rerata (mean) kinerja organisasi pada LAZ sebesar 4.11 sedangkan pada BAZ 
sebesar 3.57. 
Dari kolom pertama tabel Independent Sample t test (levene’s test) memaparkan uji apakah 
kedua kelompok memiliki varian yang sama. Karena nilai Sig baik pada variabel akuntabilitas 
publik maupun kinerja organisasi lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data 
akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara LAZ dan BAZ adalah homogen atau tidak 
ada perbedaan varians antara skor akuntabilitas publik dan kinerja organisasi LAZ dan BAZ.  
Karena data diasumsikan homogen maka untuk melihat hasil digunakan nilai pada 
equal variances assumed. Nilai t pada equal variances assumed untuk akuntabilitas publik adalah 2.125 
dengan Sig 0.041 lebih kecil dari 0.05, sedangkan untuk kinerja organisasi nilai t sebesar 4.302 
dengan Sig 0.000 lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu, secara statistik terdapat perbedaan 
akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara lembaga amil zakat (LAZ) dengan badan amil 
zakat (BAZ). Dengan demikian, secara statistik rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja LAZ 
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benar-benar berbeda dengan rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ. Jika dilihat dari 
rata-rata kedua kelompok, akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari BAZ.   
 
Pembahasan Penelitian  
Hasil pengujian ini mengindikasikan temuan sebagai berikut:  
a. Pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang 
cukup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik pengendalian intern akan 
mendorong peningkatan akuntabilitas publik.  
b. Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. 
Dengan kalimat lain, akuntabilitas publik tidak seluruhnya ditentukan oleh budaya 
organisasi, tetapi ada faktor lain yang berpengaruh langsung,  misalnya sistem dan 
prosedur. 
Rata-rata skor akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata-rata 
akuntabilitas publik dan kinerja BAZ. Faktor keuangan yang menjadi salah satu indikator 
kinerja organisasi paling menunjukkan perbedaan tersebut. Sebagian besar BAZ mengandalkan 
hibah atau bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung 
aktivitas operasional organisasi. Kenyataannya sering kali bantuan dana dari APBD ini tidak 
cukup besar sehingga mempengaruhi operasional organisasi. Akibat lebih jauh adalah 
pelayanan lembaga zakat kepada masyarakat, khususnya pada mustahik menjadi tidak optimal. 
Selain itu, akuntabilitas lebih cenderung dimaknai sebagai persoalan administrasi yang 
diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Kecenderungan ini membawa implikasi pada 
pemenuhan aspek akuntabilitas publik hanya dalam bentuk administratif saja dan belum diikuti 
dengan pengungkapan seluruh aktivitas organisasi secara keseluruhan. 
 
SIMPULAN 
 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya, maka simpulan penelitian ini 
adalah:  
1. Dari pengujian pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas 
publik secara simultan ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern dan 
budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik. Variabel pengendalian intern dan budaya 
organisasi menjelaskan variabel akuntabilitas publik sebesar 63.1%, sedangkan sebesar 
36.9% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern 
dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan 
akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat. 
2. Dari pengujian t test menunjukkan perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi 
antara lembaga amil zakat (LAZ) dengan badan amil zakat (BAZ). Rata-rata akuntabilitas 
publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ.  
 
Saran dan keterbatasan 
Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:  
1. Kepada manajemen organisasi pengelola zakat, agar akuntabilitas organisasi pengelola 
zakat lebih optimal seperti yang diharapkan masyarakat maka perlu diterapkan 
pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian perlu dibentuk dengan 
menciptakan budaya organisasi yang kuat sehingga akan meningkatkan akuntabilitas dan 
kinerja organisasi.  
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2. Kepada peneliti lain, objek penelitian perlu diperluas mengingat jumlah OPZ yang semakin 
bertambah dari waktu ke waktu. Diperlukan metode pengumpulan data yang lain untuk 
mendapatkan data yang lebih lengkap, misalnya dengan cara mendatangi langsung 
responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan 
wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih 
mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Perlu dikaji juga secara lebih mendalam variabel-
variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini yang terkait dengan peningkatan kinerja 
organisasi, seperti: kepemimpinan, komitmen organisasi, struktur organisasi, dan 
sebagainya.  
 
Peneliti sudah berusaha merancang penelitian ini dengan baik. Namun demikian, 
penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Pengumpulan data dilakukan lebih banyak 
dengan metode mail  survey sehingga kualitas data diluar kendali peneliti atau sangat tergantung 
dari kondisi responden dan faktor situasional lainnya. Selain itu, dalam menilai variabel 
akuntabilitas publik, periset tidak mengidentifikasi apakah isian pernyataan kuesioner diberikan 
oleh anggota dewan syariah (komisi pengawas), anggota dewan pertimbangan, atau anggota 
badan pelaksana (manajemen) yang akan menyebabkan jawaban yang diberikan berbeda. 
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Lampiran  kuesioner penelitian 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama OPZ:   ………………………………... 
Alamat OPZ:  ..................................................   
Kategori OPZ:  ( ) BAZ ( ) LAZ 
Perkiraan jumlah pegawai tetap: 
   ( ) < 10 orang ( ) 11 – 20 orang ( ) >20 orang 
Perkiraan total penghimpunan dana ZIS tahun 2008 (dalam rupiah): 
   ( ) < 1 milyar  ( ) 1 – 3 milyar ( ) > 3 milyar 
Nama Responden:  ……………………………….. (Boleh tidak diisi) 
Umur Responden:  ……… tahun 
Jenis Kelamin:  ( ) Pria ( ) Wanita  
Jenjang Pendidikan: ( ) SLTA ( ) D3   ( ) S1 
   ( ) S2   ( ) S3  
Latar Belakang Pendidikan: 
   ( ) Syariah ( ) Manajemen  ( ) Akuntansi 
   ( ) Sospol ( ) Teknik  ( ) Psikologi 
   ( ) Pertanian ( ) Hukum  ( ) Lainnya 
Bidang kerja yang ditangani:  
   ( ) Komisi Pengawas/Dewan Syariah 
   ( ) Dewan Pertimbangan 
   ( ) Badan Pelaksana    
 Lama Saudara bekerja di OPZ ini: 
   ( ) < 1 tahun ( ) 1-3 tahun ( ) > 3 tahun 
 
PENGENDALIAN INTERN 
No Deskripsi STS TS N S SS 
Dimensi: Lingkungan Pengendalian Integritas dan Nilai Etika      
1.  Standar etika perilaku digunakan sebagai acuan untuk menghin-
dari personel bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan 
tindakan lain yang tidak etis oleh organisasi 
     
2.  Sosialisasi standar etika perilaku kepada seluruh personil 
organisasi tidak pernah dilakukan 
     
3.  Integritas (kejujuran) personil organisasi dalam menjalankan 
aktivitasnya rendah 
     
4.  Nilai etika personil organisasi yang diterapkan dalam menjalan-
kan aktivitasnya rendah 
     
Komitmen terhadap kompetensi      
5.  Fit & proper test dilakukan saat memilih personel yang akan 
mengisi posisi manajer, baik manajer puncak, menengah 
ataupun manajer lini 
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6.  Organisasi merekrut calon pegawai berdasar basis kompetensi       
7.  Kriteria pengetahuan dan kompetensi tertentu sebagai dasar 
yang harus dipenuhi personil untuk menerima penugasan tidak 
pernah dilakukan 
     
Filosofi dan Gaya Manajemen      
8.  Seharusnya organisasi pengelola zakat memiliki visi dan misi 
yang jelas 
     
9.  Pimpinan tidak perlu melaksanakan keseluruhan visi dan misi 
organisasi secara konsekuen 
     
10.  Seharusnya pegawai menghormati kebijakan-kebijakan yang 
dirumuskan pimpinan 
     
Struktur Organisasi      
11.  Pemisahan tanggung jawab dan wewenang antar personil/fungsi 
dilakukan dengan jelas 
     
12.  Struktur organisasi sudah menjelaskan mekanisme pengendalian 
intern organisasi  
     
Penugasan wewenang dan tanggung jawab      
13.  Wewenang dan tanggung jawab didelegasikan oleh atasan 
kepada bawahan dengan baik 
     
14.  Uraian tugas untuk setiap pelaksanaan wewenang dan tanggung 
jawab yang didelegasikan sangat jelas 
     
Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)      
15.  Dalam mempekerjakan SDM, kejujuran dan kompetensi 
merupakan komitmen SDM 
     
16.  Kejujuran dan kompetensi adalah dua hal yang secara bersama 
digunakan sebagai dasar peningkatan jenjang karir SDM 
     
Dimensi: Penilaian Risiko Risiko Operasi      
17.  Penilaian oleh bagian yang berkompeten terhadap resiko operasi 
yang bisa timbul (seperti lambatnya pekerjaan, kelambatan 
penyaluran zakat, komunikasi yang buruk antar bagian, dsb) 
seharusnya perlu dilakukan 
     
Risiko Keuangan      
18.  Seharusnya organisasi melakukan penilaian sejauh mana resiko 
keuangan yang bisa timbul karena kecurangan pihak yang terkait 
dengan organisasi 
     
Risiko Ketaatan      
19.  Penilaian oleh pihak yang berkompeten terhadap resiko 
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang bisa timbul 
yang berdampak pada sanksi dan kerugian pada organisasi 
seharusnya dilakukan 
     
Dimensi: Aktivitas Pengendalian Pemisahan Tugas      
20.  Pemisahan tugas penyimpanan asset dari tugas akuntansi sudah 
dilakukan 
     
21.  Pemisahan antara tanggung jawab operasional dari tanggung 
jawab pencatatan oleh organisasi sudah dilakukan 
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Otorisasi Transaksi      
22.  Organisasi menetapkan fungsi otorisator transaksi pada pihak 
yang berwenang 
     
Dokumen dan Catatan      
23.  Nomor urut tercetak dalam memberi nomor dokumen tidak 
pernah digunakan 
     
24.  Dokumen-dokumen yang relevan selalu disiapkan segera setelah 
terjadi suatu transaksi 
     
25.  Dokumen-dokumen yang digunakan organisasi (seperti catatan 
akuntansi, catatan tentang kehadiran personalia, dll) mudah 
dipahami 
     
Pengendalian fisik atas catatan dan aktiva      
26.  Intensitas pengecekan fisik oleh pihak yang berkompeten 
terhadap asset organisasi tidak pernah dilakukan 
     
Informasi dan Komunikasi Penggunaan Sistem informasi dan 
Komunikasi 
     
27.  Organisasi tidak menggunakan suatu sistem informasi 
manajemen 
     
Kualitas Sistem Informasi dan Komunikasi      
28.  Kualitas sistem informasi manajemen yang digunakan dalam 
pelaksanaan operasi perusahaan sangat tidak memadai 
     
Dimensi Pemantauan Mekanisme pemantauan      
29.  Intensitas pemantauan aktivitas penyaluran oleh pihak yang 
berkompeten untuk menjamin tercapainya tujuan aktivitas 
penyaluran tersebut sangat rendah 
     
30.  Pemantauan terhadap aktivitas penghimpunan dana oleh pihak 
yang berkompeten untuk menjamin tercapainya tujuan 
penghimpunan dana tersebut tidak pernah dilakukan 
     
 
BUDAYA ORGANISASI 
 
No Deskripsi STS TS N S SS 
Inovasi dan Pengambilan Risiko      
1.  Saya akan lebih bersemangat bekerja jika diijinkan mencoba 
cara-cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan 
     
2.  Organisasi menuntut saya untuk terus mengembangkan 
kreativitas, penuh gagasan, dan menyukai tantangan 
     
3.  Pemimpin selalu mengajak pegawainya untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi demi kemajuan 
organisasi 
     
4.  Organisasi selalu mengambil kebijakan-kebijakan baru dalam 
rangka mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini 
     
Perhatian pada rincian      
5.  Pimpinan selalu meneliti baik atau tidaknya pekerjaan yang 
selesai dikerjakan 
     
6.  Saya selalu mengerjakan pekerjaan secara detail dan bersungguh-      
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sungguh 
7.  Bagi saya, presisi (kecermatan) dalam melaksanakan pekerjaan 
saya adalah hal yang penting 
     
Orientasi pada hasil      
8.  Pimpinan tidak mempedulikan teknik atau proses bekerja, tetapi 
yang penting melihat hasilnya baik 
     
9.  Pimpinan lebih mengutamakan hasil akhir pekerjaan 
dibandingkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut 
     
10.  Pimpinan membebaskan mengerjakan pekerjaan dengan cara 
apapun, yang penting hasilnya baik 
     
Orientasi pada orang      
11.  Gaji/honor yang saya terima sesuai dengan pekerjaan saya      
12.  Jika saya bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh maka 
gaji/honor saya terima menjadi lebih baik 
     
13.  Setiap pegawai yang berprestasi baik akan diberi tambahan 
gaji/honor 
     
Orientasi pada tim      
14.  Dalam melaksanakan pekerjaan, saya harus bekerja sama dengan 
kelompok lainnya 
     
15.  Saya diwajibkan untuk bekerja secara bersama-sama 
dibandingkan bekerja sendiri-sendiri 
     
16.  Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya harus saling 
berkomunikasi dengan kelompok lain 
     
Keagresifan      
17.  Saya selalu didorong untuk mengembangkan kemampuan; 
misalnya, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih baik, dan 
lebih bermutu 
     
18.  Jika banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, saya dapat 
menyelesaikan lebih cepat daripada waktu biasa 
     
19.  Saya akan mendapatkan gaji/honor tambahan jika mampu 
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu biasa 
     
Stabilitas      
20.  Organisasi hanya mengambil kebijakan-kebijakan untuk 
dipertahankannya status quo, bukannya pertumbuhan 
     
21.  Organisasi tidak mempertimbangkan perkembangan kemajuan 
organisasi untuk masa yang akan datang 
     
22.  Organisasi kurang menyediakan fasilitas untuk pegawai (baik 
perangkat keras maupun perangkat lunak) sebagai wujud 
komitmen organisasi dalam meningkatkan mutu organisasi 
     
 
AKUNTABILITAS PUBLIK 
 
No Deskripsi STS TS N S SS 
1.  Laporan pertanggungjawaban keuangan telah diungkapkan 
secara lengkap dan relevan sesuai dengan kebutuhan 
     
2.  Laporan pertanggungjawaban kinerja telah memberikan      
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informasi tentang kinerja yang sesungguhnya 
3.  Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada 
pemerintah tepat waktu 
     
4.  Laporan pertanggungjawaban organisasi mudah dipahami, 
diakses dan bersifat terbuka bagi pihak-pihak yang memerlukan 
     
5.  Laporan pertanggungjawaban organisasi menunjukkan 
pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan secara efektif 
     
6.  Laporan pertanggungjawaban organisasi telah mencerminkan 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas/publik 
     
7.  Pengendalian keuangan organisasi semakin baik dengan mem-
perhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi 
     
8.  Laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan 
kepercayaan publik kepada organisasi 
     
 
KINERJA ORGANISASI 
 
No Deskripsi STS TS N S SS 
Perspektif Keuangan        
1.  Besarnya penerimaan zakat, infak, dan sedekah selalu meningkat 
setiap tahun 
     
2.  Rasio penyaluran dana ZIS (penyaluran dana zis dibagi saldo 
awal dan penerimaan zis) semakin meningkat 
     
3.  Organisasi tidak pernah mengalami kesulitan untuk membayar 
biaya operasional 
     
4.  Realisasi biaya operasional lebih kecil daripada anggarannya      
5.  Penggunaan dana operasional sudah cukup efisien dan efektif      
Perspektif Pelanggan      
6.  Donatur puas dengan sistem layanan penghimpunan dana      
7.  Organisasi sering menyelenggarakan kegiatan untuk para 
donatur 
     
8.  Organisasi sering menyampaikan laporan penyelenggaraan 
progran pada para donatur 
     
Perspektif Proses Internal      
9.  Administrasi Pelayanan muzakki (NPWZ, bukti setor zakat, 
laporan program, dll) telah didukung oleh sistem informasi 
manajemen zakat 
     
10.  Proses rekrutmen pada organisasi ini sangat selektif      
11.  Pegawai yang diterima di organisasi ini berkemampuan sesuai 
dengan kebutuhan 
     
12.  Semua pegawai di organisasi ini mempunyai ketrampilan yang 
kompeten pada bidang pekerjaannya 
     
13.  Jumlah mustahik yang terlayani semakin meningkat setiap tahun      
14.  Jumlah donatur (muzakki, munfiq, dan mushaddiq) meningkat 
setiap tahun 
     
15.  Laporan kinerja (termasuk laporan keuangan) selalu tepat waktu      
Perspektif Inovasi dan Pembelajaran      
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16.  Organisasi tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan pegawai      
17.  Keluar-masuknya pegawai yang potensial rendah      
18.  Organisasi selalu melibatkan pegawai dalam proses pengambilan 
keputusan 
     
19.  Organisasi selalu memotivasi karyawan untuk mengembangkan 
kreativitas dan inisiatif 
     
20.  Organisasi memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi      
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